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pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan 
daerah Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menganalisis 
partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang 
anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah Anggaran 
Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menganalisis transparansi 
kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran 
dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah Anggaran Pembelanjaan dan 
Belanja Daerah (APBD). 
Populasidalampenelitianiniadalahanggotadewan yang bekerjapada DPRD 
KabupatenKlaten pada tahun 2014-2019 yang berjumlah 50 dewan. Sampel dari 
penelitian ini adalah semua anggota dewan di Kabupaten Klaten 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel pengetahuan dewan 
tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, 
dan variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan 
daerah, sedangkan variabel transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan 
terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan 
dewan pada keuangan. 
Kata Kunci :Pengetahuan Dewan Terhadap Keuangan, Pengawasan Dewan 




This research is intended to analyze the influence of councilmen’s 
knowledge about councilmen’s superintendence budgets in the regional finance 
that called Expenditure Budget and Regional Expenditure (APBD). In order to 
analyze society participation towards the relation between councilmen’s knowledge 
about budget with superintendence councilmen on regional budget, Expenditure 
Budget and Regional Expenditure (APBD). In order to analyze the transparency of 
public policy towards the relation between councilmen’s knowledge about finance 
with superintendence councilmen on regional finance, Expenditure Budget and 
Regional Expenditure (APBD). 
The population in this research are fifty councilmen that worked at DPRD 
Regional of Klaten city on 2014-2019. Sample of this research are all the 
councilmen at Regional of Klaten city. 
 The result of this research shows that the variable of councilmen’s 
knowledge about the finance influence significantly towards the superintendence of 
regional finance, and variable of society participation does not influence towards 
knowledge about councilmen’s superintendence budgets in the regional finance, 
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while the variable of public policy transparency significantly influence towards the 
relation on councilmen’s knowledge about the finance and superintendence of 
councilmen on the finance. 
Keywords: The Knowledge of Councilmen towards the Finance, Superintendence 
of Councilmen on the Regional 
Finance, Society Participation, Transparency of Public Policy 
 
I. PENDAHULUAN 
Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, 
kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam 
terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu 
adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah (Pramita dan Andriyani, 2010). 
Menurut  UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar 
Negara 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya 
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Secara spesifik asas umum pengelolaan keuangan daerah dapat diklasifikasikan 
dalam penyusunan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD),  dasar 
hukum,  jangka waktu dan penyusunan pendapatan dan belanja. Pengawasan 
terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) terhadap lembaga eksekutif (Pemerintahan Daerah) sangat penting 
dilakukan, sebab pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya 
keserasian antara penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Darise, 2006: 
25- 26). 
Pengawasan keuangan negara bukan merupakan tahap tersendiri dari daur 
anggaran. Walaupun pengawasan keuangan negara sebagian besar berkaitan 
dengan pengawasan anggaran, namun pengawasan keuangan negara sesungguhnya 
merupakan bagian integral dari pengurusan keuangan negara secara keseluruhan. 
Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan daur anggaran, maka pengawasan keuangan 
negara meliputi baik tahap penyusunannya, tahap pelaksanaannya maupun tahap 
pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, pengawasan keuangan negara sudah 
harus dimulai sejak tahap penyusunanya dan baru berakhir pada tahap 
pertanggungjawaban ( Baswir, 1997: 117). 
Transparansi kebijakan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang 
bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan pelaksanaan 
dan pengawasan atau pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan informasi. Transparasi kebijakan publik berarti adanya akses bagi 
warga masyarakat untuk dapat mengetahui proses dari anggaran serta kebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh 
masyarakat. Dengan adanya transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh 
terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah 
yang dilakukan oleh anggota dewan (Utami dan Sofyan, 2013). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Sofyan pada tahun 2013 
bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan masalah utama bagi setiap daerah 
untuk menciptakan otonomi daerah. Harapan publik bahwa manajemen keuangan 
berjalan dengan baik salah satunya dalam hal bidang pengendalian keuangan. 
Namun dalam kenyataannya masih ada masalah mengenai daerah penyalahgunaan 
kontrol keuangan dana lokal dengan berbagai modus. Wilayah dewan pengawasan 
keuangan dipengaruhi oleh pengetahuan tentang anggaran dan dimoderatori oleh 
partisipasi publik dan transparansi dalam kebijakan publik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, penulisan serta laporan 
pertanggung jawaban, juga menganalisa tingkat pengawasan keuangan daerah 
berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dipengaruhi oleh 
tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran, dan seberapa besar 
pengaruhpartisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik yang berperan 
dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.  
 
II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Pengertian Keuangan Daerah 
Menurut pasal 1 ayat (5) PP. No. 58 tahun 2005, pengertian keuangan daerah 
adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal 
apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberiaan sumber-
sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu kepada undang-
undang tentang perimbangan  keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah sebagaimana diatur  dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004. 
Dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan 
antara pemerintah dan daerah. Semua sumber  keuangan yang melekat pada setiap 
urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah 
(Darise, Nurlan: 2006: 21). 
Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, ada 
beberapa aspek pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah 
memberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar kepada para pejabat 
pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, 
manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, 
pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan utang 
dan barang milik daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran 
Pembelanjaan dan Belanja (APBD), serta akuntansi dan pelaporan. 
Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diperjelas posisi 
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai instansi pengguna anggaran dan 
pelaksanaan progam.Selain itu, juga ditetapkan posisi satuan kerja pengelolaan 
keuangan daerah sebagai bendahara umum daerah. Sehingga fungsi 
perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. 
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, 
pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan 
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 
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keuangan.Laporan keuangan tersebut disususn sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Sebelum dilaporkan pada masyarakat melalui DPRD, laporan 
keuangan perlu diperiksa dulu oleh BPK. 
 
Pengawasan Keuangan Daerah 
Pengawasan keuangan daerah bukan merupakan tahap tersendiri dari daur 
anggaran. Walaupun pengawasan keuangan sebagian besar berkaitan dengan 
pengawasan anggaran, namun pengawasan keuangan  sesungguhnya merupakan 
bagian integral dari pengurusan keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena 
itu, bila dikaitkan dengan daur anggaran, maka pengawasan keuangan daerah 
meliputi baik tahap penyusunan, tahap pelaksanaan, maupun tahap 
pertanggungjawaban (Baswir, 1997: 117). 
Menurut Baswir tahun 1997 pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk 
memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu 
dilakukan sesuai dengan rencana, aturan- aturan dari tujuan yang telah ditetapkan. 
Salah satu aspek pengawasan, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah 
pelaksanaan pemeriksaan. Tujuan pelaksanaan pemeriksaan ini adalah untuk 
menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang 
seharusnya. 
Pada dasarnya tujuan dari pengawasan adalah untuk mengamati apa yang 
sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya 
terjadi. Bila tenyata kemudian ditemukannya penyimpangan atau hambatan, maka 
penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar dapat pula 
segera diambiltindakan koreksi. Melalui koreksi ini, pelaksanaan kegiatan yang 
bersangkutan diharapkan masih dapat mencapainya tujuan secara maksimal. 
Pengawasan sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan melekat 
dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang 
dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja 
terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah progam 
kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 
  
Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar 
orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan 
aktulisasi diri dari para anggota organisasi. Partisipasi adalah adalah suatu proses 
pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana 
keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang 
membuatnya (Lubis, 2010: 238). 
Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah partisipasi menjadi 
terlibat secara emosi bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi 
dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua 
tingkatan. Partisipasi juga berarti meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang pada 
gilirannya cenderung meningkatkan  kerja sama antar masyrakat dan anggota 




Transparansi Kebijakan Publik 
Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik, maka 
salah satu cara dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi 
(keterbukaan).  
Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan 
makna yang sangat berarti yakni disamping sebagai salah satu wujud pertanggung 
jawaban pemerintah kepada rakyat, kecuali itu pula dapat menciptakan 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance  dan juga dapat 
mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Disinilah 
kuncinya mengapa transparansi sangat diperlukan dalam good governance bahkan 
merupakan salah satu syarat penting. Mungkin masih segar dalam ingatan, bahwa 
salah satu yang menjadi persoalan diakhir masa masa orde baru adalah merebaknya 
kasus-kasus korupsi. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak 
kegiatan ini adalah manajemen pemerintah yang tidak transparan (Tahir, 2011: 161-
162). 
 
Penelitian terdahulu dan Hipotesis 
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Dewan pada Keuangan 
DaerahAnggaran Pembelanjaan dan Belanja (APBD) 
Pengetahuan dewan tentang anggaran ini merupakan pengetahuan untuk 
melakukan pengawasan guna terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD, 
pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya 
pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan terhadap 
teknis atau alur penyusunan APBD, pengetahuan terhadap pengawasan mulai dari 
penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi APBD (Pramita dan Andriyani: 
2010). 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Utami dan Sofyan (2013). 
Menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan 
terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh 
DarmaJufri dan Hasibuan (2012), Pramita dan Andriyani (2010) dan Novietta 
(2010), yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh 
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 
Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan 
daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan 
dewan tentang anggaran itu baik, maka diharapkan anggota dewan dapat 
mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan 
pengetahuan dewan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam 
memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD 
sebagai wakil rakyat. 
H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan 
dewan pada keuangan daerah Anggaran Pembelanjaan dan Belanja (APBD). 
 
Partisipasi masyarakat dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah Anggaran 
Pembelanjaan dan Belanja (APBD) Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai 
sumber energi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, peran dewan 
dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan 
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masyarakat dan advokasi anggaran. Jadi diharapkan partisipasi masyarakat akan 
meningkatkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap 
pengawasan keuangan daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramita 
dan Andriyani (2010). Menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif 
signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Penelitian lain juga 
dilakukan oleh Darma Jufri dan Hasibuan (2012), Pramita dan Andriyani (2010) 
dan Novietta (2010), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh 
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.  
H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan 
tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah Anggaran 
Pembelanjaan dan Belanja (APBD). 
 
Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan dewan tentang 
anggaran dan pengawasan keuangan daerahAnggaran Pembelanjaan dan 
Belanja(APBD) 
Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan 
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada 
pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa pemerintah 
berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi 
keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan 
ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian 
diharapkan bahwa semakin transparan kebijakan publik dalam hal ini adalah 
Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD), dapat meningkatkan 
hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah 
yang dilakukan oleh dewan akan semakin kuat ketika dimoderasi oleh transparansi 
kebijakan publik.  
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami dan syofyan (2013). Dari 
hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik 
berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.  
H3: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan 
keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika transparansi 




Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap 
anggota DPRD Kabupaten Klaten periode 2014-2019. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan gambaran, penulisan serta laporan pertanggung jawaban, juga 
menganalisa tingkat pengawasan keuangan daerah berupa Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD), yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dewan 
tentang anggaran, dan seberapa besar pengaruhpartisipasi masyarakat dan 
transparansi kebijakan publik yang berperan dalam fungsi pengawasan yang 
dilakukan oleh DPRD.  
Sumber data penelitian diperoleh secara primer dari kuesioner serta jenis 
penelitian yang digunakan adalah studi empiris dan kuisioner pada pihak/instansi 
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terkait guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam 
penelitian 
 
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang bekerja 
pada DPRD Kabupaten Klaten yang berjumplah 50 dewan.Sampel penelitian ini 
adalah semua anggota dewan di Kabupaten Klaten 
 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel 
jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel (Sugiyono,2011:68). ), yaitu anggota dewan yang 
membidangi perekonomian dan keuangan karena bidang (komisi) inilah yang 
berkaitan dengan keuangan daerah (APBD). 
 
Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel 
Variabel Independen  
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran adalah kemampuan dewan dalam 
hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap 
pemborosan atau kegagalan dan kebocoran. Indikator-indikator yang digunakan 
untuk mengukur variabel Pengetahuan Anggaran ini mengacu pada penelitian 
Pramita dan Andriyani (2010).  
 
Variabel Dependen  
Pengawasan  Dewan pada  Keuangan Daerah adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, 
pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran Anggaran 
Pembelanjaan dan Daerah (APBD). Indikatoryang digunakan untuk mengukur 
variabel Pengawasan Keuangan Daerah ini mengacu pada penelitian (Pramita dan 
Andriyani, 2010), 
 
Variabel Moderating  
Partisipasi masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam memberikan 
masukan mengenai penyusunan arah dan kebijakan umum Anggaran Pembelanjaan 
dan Belanja Daerah (APBD), kritik terhadap prioritas dan rencana Anggaran 
Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelibatan masyarakat dalam 
konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan 
rancangan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD).  
Transparansi kebijakan publik adalah prinsip yang menjamin akses atau 
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai dalam Utami dan Syofyan (2013). 
Indikator-indaktor yang digunakan untuk mengukur variabel Transparasi 
Kebijakan Publik ini mengacu pada penelitian Pramita dan Andriyani (2010). 
Indikator-indikator penelitian ini terdiri atas pengumuman atau pemberian 
informasi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah 
disusun, kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun 
oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik, ketepatan waktu penyampaian 
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, kemampuan transparasi anggaran dalam 
meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat serta adanya sistem 
penyampaian informasi anggaran kepada publik. 
 
Pengukuran Variabel  
Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert. Skala likert 
adalah salah satu cara untuk menentukan skor dengan memberikan pertanyaan 
kepada responden dan memilih salah satu jawaban yang ada. Skala Likert yaitu 
skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang tentang 
fenomena sosial (Sugiyono, 2004: 37). 
Hasil jawaban di setiap item instrument yang menggunakan skala likert, akan 
mempunyai gradiasi sangat positif sampai sangat negatif, dengan interval skor yang 
digunakan dalam skala Likert penelitian ini adalah:  
a. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1  
b. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2  
c. Jawaban Tidak Tahu diberi skor 3  
d. Jawaban Setuju diberi skor 4  
e. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5 
 
Uji Kualitas Data  
Sebelum dilakukan pengolahan data, guna memperoleh kualitas data yang 
diperoleh dari penerapan instrument penelitian ini maka terlebih dahulu dilakukan 
validity and reliability test atas data tersebut.  
 
Metode Analisis Data  
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan karena merupakan salah satu syarat untuk 
melakukan uji regresi berganda, agar menunjukkan hubungan yang valid dan tidak 
bias maka perlu pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. 
Berikut uji asumsi klasik yang digunakan:  
 Pengujian Normalitas 
 Pengujian Multikolinearitas 
 Pengujian Heteroskedastisitas  
2. Analisis Data 
Setelah data yang terkumpul diuji validitas dan reliabilitas, selanjutnya 
dilakukan pengujian hipotesis. Analisis statistik data penelitian menggunakan 
program SPSS versi 21 for Windows. 
a. Pengujian hipotesis 1  
PDPKD = α + β1PDTA + e………….(1)  
PDPKD = α + β1PDTA + β2PM + β3 PDTAxPM + e………....(2)  
PDPKD = α + β1PDTA + β4TKP + β5 PDTAxTKP + e……….(3) 
Keterangan: 
PDPKD = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) 
 α  =  Konstanta  
PDTA  = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran  
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PM  =  Partisipasi Masyarakat PDTA, PM = Interaksi antara PDTA dan 
PM 
TKP  = Transparansi Kebijakan Publik PDTA,  
TKP  = Interaksi antara PDTA dan TKP  
β1 β2 β3 =  Koefisien Regresi 
 β1 β4 β5=  Koefisien Regresi 
 
IV.  HASIL PENELITIAN 
Deskripsi Obyek Penelitian  
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara 
langsung kepada responden yang bekerja pada DPRD Kabupaten Klaten. 
Penyebaran kuesioner sebanyak 50 kuesioner yang didistribusikan dari jumlah 
tersebut 47 kuesioner dapat kembali dan terisi penuh, dan sebanyak 3 kuesioner 
tidak kembali. Dengan demikian sebanyak 47 kuesioner saja yang dapat digunakan 
untuk membuktikan hipotesis penelitian. Berikut adalah perincian mengenai 
pendistribusian dan pengembalian kuesioner. 
 
Analisis Data 
a. Uji Hipotesis 
Analisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis sederhana untuk 
model pertama dan analisis regresi berganda (multiple regression) untuk model 
kedua dan ketiga. Analisis regresi berganda yaitu teknik analisis yang menjelaskan 
hubungan variabel dependen  dengan variabel independen. Adapun model 
persamaan regresi untuk masing-masing pengujian hipotesis adalah sebagai 
berikut: 
1) Pengujian Hipotesis Pertama 
 
Tabel 4.10 
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Persamaan Pertama 
 
Sumber: data primer diolah, 2015,  
Berdasarkan hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.10 maka diperoleh persamaan 
regresi sederhana berikut ini: 
PDPKD = 44,942 + 0,435 (PDTA) 
Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut dapat diinterpretasikan sebagai 
berikut: 
α = 44,942 Nilai konstanta bernilai positif, artinya semakin baik 
pengetahuan dewan, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah 
akan semakin baik.  
Variabel Koef. Regresi thitung Prob. 
Konstanta 44,942   
Pengetahuan Dewan  0,435 2,996 0,004 
R2 0,166 
Adj.  R2 0,148 
F hitung 8,976 




β1   = 0,435. Nilai tersebut bernilai positif, artinya jika pengetahuan dewan 
semakin tinggi, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah akan 
semakin meningkat. 
 
2) Pengujian Hipotesis Kedua 
 
Tabel 4.11 
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Persamaan Kedua 
 
Sumber: Data Primer Diolah, 2015,  
Berdasarkan hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.11 maka diperoleh persamaan 
regresi linier berganda berikut ini: 
PDPKD = 11,105+2,109(PDTA)+1,116PM-0,055 PDTAPM 
Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut dapat diinterpretasikan sebagai 
berikut: 
α = 11,105. Nilai konstanta bernilai positif, artinya bahwa semakin baik 
partisipasi masyarakat, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah 
semakin baik. 
β1   = 2,109.Nilai tersebut bernilai positif, artinya jika pengetahuan dewan 
yang didukung oleh partisipasi masyarakat menjadi semakin baik, maka 
pengawasan keuangan daerah justru semakin baik. 
β2   = 1,116. Nilai tersebut bernilai positif, artinya jika partisipasi masyarakat 
semakin buruk, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah akan 
semakin baik.  
β 3   = -0,055. Nilai tersebut bernilai negatif, artinya jika pengetahuan dewan 
yang didukung oleh partisipasi masyarakat menjadi semakin buruk, 
maka pengawasan keuangan daerah  semakin buruk.  
 
3) Pengujian Hipotesis Ketiga 
Tabel 4.12 
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Persamaan Ketiga 
 
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.12 maka diperoleh persamaan 
regresi linier berganda berikut ini: 
Variabel Koef. Regresi thitung Prob. 
Konstanta 11,105   
Pengetahuan Dewan 2,109 0,728 0,471 
Partisipasi Masyarakat 1,116 0,624 0,536 
Interaksi PDTAPM -0,055 -0,569 -0,572 
R2 0,194 
Adj.  R2 0,138 
F hitung 3,457 
Prob. F 0,024 
 
Variabel Koef. Regresi thitung Prob. 
Konstanta 27,553   
Pengetahuan Dewan 1,328 2,290 0,027 
Transparansi Kebijakan Publik 1,081 1,663 0,104 
Interaksi PDTKP -0,056 -1,585 0,120 
R2 0,227 
Adj.  R2 0,173 
F hitung 4,202 




PDPKD =27,553  + 1,328 PDTA + 1,081TKP– 0,056 PDTATKP 
Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut dapat diinterpretasikan sebagai 
berikut: 
α = 27,553. Nilai konstanta bernilai positif, artinya bahwa semakin baik 
transparansi kebijakan publik, maka pengawasan dewan pada keuangan 
daerah semakin baik. 
 
β1   = 1,328. Nilai tersebut bernilai positif, artinya jika pengetahuan dewan 
semakin baik, maka pengawasan dewan pada keuangan daerah akan 
semakin baik.  
β 2   = 1,081. Nilai tersebut bernilai positif, artinya jika transparansi kebijakan 
publikbaik, maka pengawasan dewan pada keuangan daerahakan 
semakin baik.  
β 3   = -0,056. Nilai tersebut bernilai negatif, artinya jika pengetahuan dewan 
yang didukung oleh transparansi kebijakan publik menjadi semakin 
buruk, maka pengawasan keuangan daerah justru semakin buruk. 
 
Uji F 
Dari hasil uji F Hasil pengujian model memperoleh Fhitung = 8,976, 
sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (1;45) adalah sebesar 4,06. 
Dikarenakan Fhitung> Ftabel (8,976 > 4,06), artinya model regresi tentang pengaruh 
pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah sudah 
fit atau cocok. 
Hasil pengujian model memperoleh Fhitung = 3,457, sedangkan Ftabel pada 
taraf signifikansi 5% dengan df (3;43) adalah sebesar 2,82. Dikarenakan Fhitung> 
Ftabel (3,457> 2,82), artinya model regresi tentang pengaruh pengetahuan dewan 
tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan interaksinya terhadap pengawasan 
keuangan daerah sudah fit atau cocok.  
Hasil pengujian model memperoleh Fhitung = 4,202, sedangkan Ftabel pada 
taraf signifikansi 5% dengan df (3;43) adalah sebesar 2,82. Dikarenakan Fhitung> 
Ftabel (4,202> 2,82), artinya model regresi tentang pengaruh pengetahuan dewan 
tentang anggaran, transparansi kebijakan publik, dan interaksinya terhadap 
pengawasan keuangan daerah sudah fit atau cocok.  
 
 
Koefisien Determinasi (R2) 
Hasil pengujian memperoleh nilai R2 sebesar 0,184, artinya sekitar 18,4% 
variasi dari pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel 
pengetahuan dewan tentang anggaran. Sedangkan sisanya sebesar 81,6% 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. 
Hasil pengujian interaksi dari pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
partisipasi masyarakat memperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,138 yang berarti 
13,8% variasi dari pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh pengetahuan 
dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan interaksinya. Sedangkan 
sisanya sebesar 86,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.  
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Hasil pengujian interaksi dari pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
transparansi kebijakan publik memperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,173 yang 
berarti 17,3% variasi dari pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh 
pengetahuan dewan tentang anggaran, transparansi kebijakan publik dan 
interaksinya. Sedangkan sisanya sebesar 82,7% dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar model.  
 
Uji t 
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara 
individu. Dengan menggunakan taraf signifikan (α) = 5%; derajat bebas (df)= 
(α/2);(n-k)= (0,05/2);(37-4) dan adapun pengujian dua sisi diperoleh nilai t ( 
0,025;33). Berikut hasil uji t dengan  menggunakan  bantuan  SPSS 21 for Windows 
adalah sebagai berikut:,  
Berdasarkan uji t persamaan pertama tabel  diatas diperoleh nilai thitung 
sebesar 2,996 dan p-value sebesar 0,004. Sedangkan nilai ttabel pada taraf 
signifikansi 5% dengan df=45 adalah 2,014. Dikarenakan nilai thitung > ttabel 
(2,996>2,014) pada taraf signifikansi 5% (p<0,05), maka H1 diterima. Berarti 
pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan 
keuangan daerah. 
Berdasarkan uji t persamaan kedua tabel diatas diperoleh nilai thitung untuk 
interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat sebesar 
0,572 dan p-value sebesar -0,572. Karena thitung < ttabel (0,572<2,017) ditolak pada 
taraf signifikansi 5% (p>0,05), maka H2 ditolak. Artinya interaksi pengetahuan 
dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap 
pengawasan keuangan daerah. 
Berdasarkan uji t peramaan ketiga tabel diatas nilai thitung untuk interaksi 
pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik sebesar -
1,585 dan p-value sebesar 0,120. Karena thitung < ttabel                                          (-1,585<2,017) 
ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05), maka H3 ditolak. Artinya interaksi 
pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik tidak 
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. 
 
V. DISKUSI 
Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan 
daerah 
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengetahuan 
anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan 
daerah. Hasil analisis regresi sederhana memperoleh thitung > ttabel (2,996>2,014) 
dengan p<0,05 dan H1 diterima. Artinya pengetahuan anggaran berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Ini berarti semakin tinggi 
tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin tinggi tingkat 
pengawasan keuangan daerah yang dilakukan DPRD.  
Kualitas anggota dewan dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya 
akan mempengaruhi kinerja dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan 
keuangan daerah. Padahal salah satu kunci sukses keberhasilan pembangunan 
daerah terletak pada kualitas anggota dewan daerah tersebut, dimana dewan 
13 
 
memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan daerah. Suatu daerah 
yang memiliki kualitas anggota dewan yang berpendidikan dan berpengalaman 
maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat 
sehingga dapat terciptanya keberhasilan daerah tersebut dalam pembangunan. 
Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada 
penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan 
hanya pada tahap evaluasi saja.  
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 
Novietta (2010) dan Pangesti Iga (2013) yang membuktikan bahwa pengetahuan 
dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan 
daerah. 
Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang 
anggaran dengan pengawasan keuangan daerah 
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa interaksi antara 
pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap 
pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis regresi ganda memperoleh nilai thitung 
< ttabel (0,572<2,017) dengan p>0,05 dan H2 ditolak. Artinya partisipasi masyarakat 
tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan 
pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 
bukanlah variabel moderating yang berpengaruh signifikan terhadap hubungan 
antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. 
Peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah tidak dipengaruhi 
oleh keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak dapat meningkatkan 
pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pangawasan keuangan 
daerah.  
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 
Pangesti Iga (2013) yang membuktikan bahwa partisipasi masyarakat tidak 
berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan 
keuangan daerah. 
Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan 
tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah 
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa interaksi antara 
pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh 
terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis regresi ganda memperoleh 
nilai thitung < ttabel (-1,585<2,017) dengan p>0,05 dan H3 ditolak. Artinya transparansi 
kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan 
anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 
transparansi kebijakan publik bukanlah variabel moderating yang berpengaruh 
signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
pengawasan keuangan daerah.  
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 
Mayasari (2012) dan Pangesti Iga (2013) yang membuktikan transparansi kebijakan 
publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran 





 Hasil pembahasan, maka diambil kesimpulan pertama Pengetahuan dewan 
tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 
Terbukti dari hasil analisis regresi sederhana yang memperoleh thitung sebesar 2,996 
diterima pada taraf signifikansi 5% dan H1 diterima. Artinya semakin tinggi tingkat 
pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin efektif tingkat pengawasan 
keuangan daerah yang dilakukan DPRD. Kedua Partisipasi masyarakat tidak 
berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan 
pengawasan keuangan daerah. Terbukti dari hasil analisis regresi ganda yang 
memperoleh thitung sebesar 0,572 ditolak pada taraf signifikansi 5% dan H2 ditolak. 
Partisipasi masyarakat tidak dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan 
tentang anggaran terhadap pangawasan keuangan daerah. ketiga Transparansi 
kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara 
pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Terbukti dari hasil 
analisis regresi ganda yang memperoleh thitung sebesar -1,585 ditolak pada taraf 
signifikansi 5% dan H3 diterima. Transparansi kebijakan publik dari anggota dewan 
tidak berdampak pada meningkatnya fungsi pengawasan. 
 Keterbatasan  
Penelitian ini memiliki keterbatasan : Keterbatasan dalam mengambil 
sampel penelitian, yaitu hanya terbatas pada anggota DPRD Kabupaten Klaten, 
sedangkan sampel di daerah lainnya belum diteliti, sehingga hasil penelitian kurang 
dapat mewakili. Keterbatasan metode survei bahwa peneliti tidak dapat mengontrol 
jawaban responden, maka bisa saja pengisian kuesioner ini dilakukan oleh orang 
lain yang tentu saja tidak sesuai dengan karakteristik dan pendapat responden. 
Variabel yang diteliti hanya pengetahuan anggaran, transparansi kebijakan publik, 
dan  partisipasi masyarakat, sedangkan masih banyak faktor lainnya yang 
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. 
 Saran 
Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah 
diambil, maka dapat dikemukakan saran, pertama bagi penelitian mendatang 
hendaknya mengembangkan sampel yang lebih diperluas untuk anggota DPRD di 
seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, kedua peneliti berikutnya 
hendaknya menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
wawancara ke anggota dewan dan diharapkan anggota dewan dapat merespon 
pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki, ketiga peneliti berikutnya 
hendaknya menambah variabel lain, karena masih terdapat faktor lain yang 
berpengaruh terhadap tingkat pengawasan keuangan daerah, misalnya pengalaman 
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